RABU KLIWON, 19 MARET 2025 ( 19 PASA 1958 )

Yedaubatan Ralyat

"KEDAULATAN RAKYAT” HALAMAN 8

BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR...TAHUN...
TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan
ekonomi yang berdampak pada peningkatan penda-
patan, kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapa-
ngan kerja, dan peningkatan daya saing daerah perlu
pengembangan ekonomi kreatif di Sleman;

b. bahwa untuk pengembangan sektor usaha ekonomi
kreatif perlu didukung melalui upaya pengembangan
ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif
untuk meningkatkan kemampuan di bidang manaje-
men, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemam-
puan berkompelisi dan diperlukan pedoman dalam
bentuk regulasi;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-
maksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pe-
ngembangan Ekonomi Kreatif;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Ne-
gara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repu-
blik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PE-
NGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari
Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas
manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu penge-
tahuan, dan/ atau teknologi.

2. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha
dan masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim
usaha, pembinaan dan pengembangan industri kreatif
sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi
usaha yang tangguh dan mandiri.

3. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah perseorangan atau
kelompok orang warga negara Indonesia atau badan
usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum
yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang
melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.

4. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau seke-
lompok orang yang mengelola usaha dan/atau
memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif.

5. Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis
Kekayaan Intelektual adalah sistem pemasaran yang
mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

6. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang fimbul
atau lahir karena kemampuan intelektual manusia
melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat
berupa karya di bidang teknologi, iimu pengetahuan,
seni, dan sastra.

7. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang
berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki
keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang
sama.

8. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha
Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan
usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan
oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan
memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling
memperkuat dan saling menguntungkan.

9. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan
sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif,
yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan
konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi
Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produk-
nya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses,
dan terlindungi secara hukum.

10. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha
yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa
pada sektor-sektor ekonomi.

11. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal
dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/ atau
Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di
Daerah.

12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk
melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif yang dikeluar-
kan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang memi-
liki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyeleng-
garaan urusan pemerintahan yang menjadi kewena-
ngandaerah.

14. Bupati adalah Bupati Sleman.

15. Masyarakat adalah orang persecrangan warga ne-
gara Indonesia, kelompok masyarakat, danfatau
Organisasi Kemasyarakatan.

16. Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non
struktural bersifat independen yang mempunyai tugas
mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan
tugas perangkat daerah yang mewadahi fungsi
pengembangan Ekonomi Kreatif,

17. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerin-
tah adalah Presiden Republik Indonesia yang me-
megang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan men-
teri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pe-
nyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewena-
ngan daerah otonom.

19. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Bagian Kedua
Azaz
Pasal 2
Pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan berdasar-
kanasas:
keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
kekeluargaan;
demokrasi ekonomi;
kebersamaan;
efisiensi berkeadilan;
berkelanjutan;
berwawasan lingkungan,;
kemandirian;
keseimbangan kemajuan;
identitas bangsa; dan
manfaat.
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Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah:

a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai
dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kre-
ativitas, inovasi, dan perubahan lingkungan perekono-
mian global;

b. menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pen-
dapatan daerah;

c. membuka lapangan pekerjaan serta menurunkan
angka kemiskinan;

d. menyediakan prasarana sebagai ruang berekspresi,
berpromosi dan berinteraksi dengan insan kreatif di
Daerah

e. menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif yang ber-
daya saing global;

f. memperkuat kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah

untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif

mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif
memberikan pelindungan terhadap usaha Ekonomi

Kreatif yang berbasis lokal

T

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini
meliputi:
perencanaan;
pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif,
pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
kelembagaan ekonomi kreatif;
hak dan kewajiban pelaku dan pengusaha ekonomi
kreatif;
kemitraan dan jaringan usaha;
sistem informasi ekanomi kreatif;
peran serta masyarakat,
pengawasan, menitoring dan evaluasi;
pendanaan ekonomi kreatif,
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BAB Il
PERENCANAAN
Pasal 5
Perencanaan Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:
a. penyusunan dokumen perencanaan Ekonomi
Kreatifdi Daerah,
b. pengembangan riset Ekonomi Kreatif;
c. pembuatan data dan informasi pelaku usaha

Ekonomi Kreatif;

d. pembuatan peta potensi Ekonomi Kreatif,
(2) Perencanaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) ditetapkan untuk:

a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif
bagi Ekonomi Kreatif untuk penguatan daya saing
perekonomian; dan

b. mempercepat peningkatan Ekonomi Kreatif.

(1

Pasal 6

Dokumen perencanaan Ekonomi Kreatif di Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf

adigunakan sebagai:

a. dasar penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Dae-
rah; dan

b. pedoman, arah, strategi, dan kebijakan dasar Eko-
nomi Kreatif di Daerah;

Dokumen perencanaan Ekonomi Kreatif di Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan

dalam rencana pembangunan jangka menengah

Daerah.

(3) Penyusunan Dokumen perencanaan Ekonomi Kreatif
di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Ekonomi Kreatif.

(1

(2
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Pasal 7

(1) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui kerja
samadengan:
a. lembaga penelitian dan pengembangan;
b. perguruantinggi; dan/atau
c. masyarakat.

(2) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai pembuatan kebija-
kan di bidang Ekonomi Kreatif,

Pasal 8
(1) Pemerintah Daerah membuat data dan informasi pe-
laku usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c yang memuat data dan
informasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang akurat,
mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Data dan informasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif se-

bagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah

diakses dan dibagipakaikan aniar instansi pusat dan
instansi daerah melalui pemenuhan standar data,
metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan
kode referensidan datainduk.

: Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah membuat peta potensi Ekonomi
Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1) huruf d yang berisiinformasi mengenai:

a. penyebaran potensi Ekonomi Kreatif;

b. penyebaran pelaku-pelaku Ekonomi Kreatif di
Daerah; dan

c. mitigasiresiko.

(2) Peta potensi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan untuk menentukan arah,
sirategi, dan kebijakan dasar Ekenomi Kreatif di
Daerah.

BAB IV
PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU
EKONOMI KREATIF

Pasal 10
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapa-
sitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:

a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampi-
ngan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan
manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;

b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkemba-
ngan teknologi di dunia usaha; dan

c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang
Ekonomi Kreatif.

Pasal 11

(1) Dalam rangka pengembangan kapasitas pelaku Eko-
nomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan:

a. Pemerintah Pusat, dan
b. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

(2) Dalam pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi
Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pe-
merintah Daerah dapat bekerja sama dengan:

a. lembaga pendidikan;
b. duniausaha;

c¢. duniaindustri;

d. jejaring Komunitas Kreatif,
e. organisasi profesi;
f. media;

g. pemerintah daerah lain; dan/atau

h. lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar

negeri.

BABV
PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan Ekosistem Eko-
nomi Kreatifdi Daerah,

(2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) untuk mendarong tum-
buh dan berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif
diDaerah.

(3) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan
kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. pengembangan riset;

pengembangan pendidikan;

fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
penyediaan infrastruktur;
pengembangan sistem pemasaran;
pemberian insentif,

fasilitasi kekayaan intelektual; dan
pelindungan hasil kreativitas.

Semeaoo

Bagian Kedua
Pengembangan Riset
Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan
riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 hurufa.

(2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan
pengembangan, perguruan tinggi dan/atau Masyarakat,

(3) Hasil pengembangan risel sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembuatan
kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif di Daerah.

(4) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Pendidikan
Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem pengemba-
ngan pendidikan Ekonomi Kreatif sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 13 hurufb.

(2) Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam
rangka penciptaan Pelaku Ekonomi Kreatif yang
mampu berdaya saing nasional dan global.

Pasal 16
Pendidikan kreativitas, inovasi dan kewirausahaan
dibidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan
sistem pendidikan nasional melalui:
a. intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler da-
lam jalur pendidikan formal; danfatau
b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidi-
kan nonformal.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan kreativi-
tas, inovasi dan kewirausahaan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

(2

Bagian Keempat
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan
Pasal 17
Pemerintah memberikan fasilitasi pendanaan dan pem-
biayaan dalam pengembangan Ekosistem Ekonomi Krea-
tif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hurufe.

Pasal 18

(1) Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dibebankan dalam APBD
dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian fasilitasi pendanaan dan pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan
dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedo-
man pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19
(1) Pemerintah Daerah mengembangkan sumber pem-
biayaan alternatif dengan memfasilitasi skema
pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dan/atau
sumber pembiayaan alternatif di Iuar mekanisme
lembaga pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenal skema pembiayaan
berbasis kekayaan intelektual dan/atau sumber
pembiayaan alternalif di luar mekanisme lembaga
pembiayaan sebagaimana dimaksud-pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penyediaan Infrastruktur
Pasal 20 _
Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur
Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hurufd.

Pasal 21
Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud
padaayat(1) terdiri atas:
a. infrastrukturfisik; dan
b. infrastruktur teknologiinformasi dan komunikasi.

: Pasal 22

(1) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 hurufa terdiri dari:
a. ruangkreatif;
b. PusatKreasi seni dan budaya seperti galeri, pusat

pertunjukkan, studio rekaman dan bioskop; dan
¢. pusatpemasaran produk kreatif,
Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk mendukung pelaksanaan sebagian danfatau
seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif.

B

Pasal 23
Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa
perangkat lunak, perangkat keras, jaringan dan
layanan yang mendukungnya, meliputi:
a. jaringaninternet;
b. lokapasar digital; dan
¢. pusatdata.
Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi seba-
gaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi
dengan sistem informasi daerah sebagai bentuk akun-
tabilitas publik.

(1
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Pasal 24

Pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 hurufc

diantaranya mencakup:

a. informasi kompetensi dan persebaran Pelaku Eko-
nomi Kreatif;

b. informasi produk Pelaku Ekonomi Kreatif,

c. informasi penilaian kelayakan usaha Industri Kreatif;
dan

d. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengka-
pan dokumen bagi Industri Kreatif yang akan memulai
usaha.

Bagian Keenam
Pengembangan Sistem Pemasaran
Pasal 25
Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem
pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan in-
telekiual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hurufe.

Pasal 26
(1) Pelaku Ekonomi Kreatifdi Daerah harus mempromosi-
kan produk Ekonomi Kreatif melalui partisipasi dalam
kegiatan promosi bertaraf lokal, nasional dan/atau
internasional.
(2) Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27
(1) Pemerintah Daerah melakukan sinergi dan koordinasi
antar Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mempromosikan
produk Ekonomi Kreatif secara teratur.
Sinergi dan koordinasi antar Pelaku Ekonomi Kreatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar
lembaga pendidikan, antar Komunitas Kreatif, antar
Pemerintah Daerah, dan antar Pelaku Ekonomi Kreatif
dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
Sinergi dan koordinasi antar Pelaku Ekonomi Kreatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusa-
tan usaha oleh orang perorangan atau kelompok ter-
tentu yang merugikan Industri Kreatif,

(2

3

Pasal 28
Pemerintah Daerah mempromosikan seni budaya dan pro-
duk Ekonomi Kreatif pada kegiatan:

a. pameran, pergelaran, toko retail modern dan/atau fes-
tival seni budaya;

b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman,
hotel dan ruang publik;

c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melaku-
kan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi
Kreatif dan merek produk di Pusat Perbelanjaan Mo-
dern; dan

d. memotivasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif untuk
menggunakan teknologi informasi.

Pasal 29
Pemerintah Daerah melibatkan media massa lokal
untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif di
Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan media
massa lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Bupati.

(1

Bagian Ketujuh
Pemberian Insentif
Pasal 30
(1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada
Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 13 huruff.
(2) Insentifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. fiskal; dan/atau
b. nonfiskal.
(3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dapat diberikan dalam bentuk
antara lain:
a. Pengurangan atau pembebasan Pajak Daerah
b. Pembebasan atau Pengurangan. Retribusi Dae-
rah; danfatau
c. Subsidi.
Pemberian insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam bentuk
antaralain:
a. kemudahan perizinan;
b. hibah; dan/atau
c. penghargaan. :
Pelaksanaan pemberian insentif bagi Pelaku Ekonomi
Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menye-
suaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Ketentuan mengenai pemberian insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraluran
Bupati,

(4

(5

(6

Bagian Kedelapan
Fasilitasi Kekayaan Intelektual
Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak
cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan
industri kepada Pelaku Ekonomi Krealif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 hurufg. _

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan keka-
yaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

(3) Fasllitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beker-
ja sama dengan instansi vertikal yang menyelengga-
rakan urusan pemerintahan di bidang kekayaan inte-
lektual,

(4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayal (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pelindungan Hasil Kreativitas
Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pela-
ku Ekonomi Krealif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf h yang berupa pelindungan kekayaan
intelaktual,

(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF
Pasal 33

(1) Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di

daerah, dapat dibentuk lembaga yang bersifat non-

struktural berupa Komite Ekonomi Kreatif Daerah.

Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif Daerah seba-

gaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas

unsur:

a. pemerintah daerah;

akademisi;

pelaku ekanomi kreatif;

pengusaha ekonomi kreatif;

unsur media; dan
f. lembagakeuangan.

(3) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif Daerah seba-
gaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan, nama,
tugas dan wewenang Komite Ekonomi Kreatif Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati,

(2
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BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU EKONOMI KREATIF
Pasal 34

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

a. Pelaku kreasi, dan

b. Pengelola kekayaan intelektual.

Pasal 35
(1) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 huruf b terdin dari kekayaan intelektual per-
sonal dan kekayaan intelektual komunal
Kekayaan intelektual personal sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) meliputi;
Merek;
Paten;
Desain industri;
Rahasia dagang;
Cipta; dan
Kekayaan intelektual personal lainnya berdasar-
kan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kekayaan intelekiual komunal sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) meliputi:
a. Indikasigeografis
b. Ekspresibudaya tradisional;
c. Pengetahuan tradisional; dan
d. Sumberdaya genetik.

@
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Pasal 36
(1) Setiap pelaku ekonomikreatif berhak:

a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang
Ekonomi Kreatif;

b. memperoleh kesempatan yang sama untuk me-
numbuhkan dan mengembangkan kegiatan Eko-
nomi Kreatif;

¢. mendapatkan pendampingan hukum; dan

d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas
dari Pemerintah Daerah, satuan Pendidikan,
dunia usaha dan media masa.

Pasal 37

(1) Setiap pelaku ekonomikreatif berkewajiban:

a. memberikan data diri dan produk ekonomi kreatif-
nya ke dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif
Daerah;

b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral,
kesusilaan, dan budaya bangsa serta memperha-
tikan kelestarian lingkungan dalam kegiatan Eko-
nomi Kreatif;

¢. memiliki perizinan berusaha; dan

d. mentaati seluruh peraturan terkait yang diatur da-
lam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

(2) Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa:

a. Teguranlisan;

b. Teguran tertulis; dan/atau

¢. Penutupan usaha sementara.

BAB VIl
KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu
Kemitraan
Pasal 38
Pelaku usaha industri dan ekonomi kreatif dapat melaku-
kan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk
kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan,
saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 39
Dunia usaha dan masyarakal memberikan kesempatan
yang seluas-luasnya kepada industri kreatif untuk me-
lakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

Pasal 40
Kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38
dapatdilakukan dengan pola:
Inti-plasma;
subkontrak;
waralaba;
perdagangan umunt;
distribusi dan keagenan; dan
bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerja
sama operasional, usaha patungan (joint venture) dan
penyumberluaran (outsourcing).

moooown

Pasal 41
Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 Pemerintah Daerah selain berperan
sebagai fasilitator, juga berperan sebagai regulator dan
stimulator.

Bagian Kedua
Jaringan Usaha
Pasal 42

(1) Setiap pelaku usaha ekonomi kreatif yang mengem-
bangkan industri kreatif dapat membentuk jaringan
usaha.

(2) Jaringanusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang
yang disepakati oleh para pihak dan fidak berten-
langan dengan peraturan perundang-undangan,
ketertiban umum dan kesusilaan.

(3) Pemerintah daerah memfasilitasi dan mengkoordinasi
terbentuknya Jaringan Usaha Kreatif.

BAB IX
SISTEM INFORMAS| EKONOMI KREATIF
Pasal 43
Sistem informasl pengembangan ekonomi kreatif
dilakukan dalam bentuk akuntabilitas publik yang dapat
dilakukan secara manual dan digitalisasi.

Pasal 44
(1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi eko-
nomi kreatif yang terintegrasi dengan sistem informasi

Daerah.

(2) Sisteminformasi ekonomi kreatif sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) mencakup:

a. informasi kompetensi dan persebaran pelaku eko-
nomi kreatif.

b. Informasi produk dan persebaran pengusaha eko-
nomi kreatif;

c. informasi penilaian kelayakan usaha industri
kreatif;

d. Informasi tentang bimbingan dan bantuan berkai-
tan dengan kelengkapan dokumen bagi industri
kreatif yang akan memulai usaha; dan

e. informasi program kegiatan Ekonomi Kreatif

daerah.
BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 45

(1) Masyarakat berperan serta dalam pengembangan
Ekonomi Kreatif.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
a. ikut berperan aktif menciptakan iklim Ekonomi
Kreatif yang kondusif dan berdaya saing;
b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan Ekonomi
Kreatif;
c. memberikan penghargaan terhadap Kekayaan
Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi
Kreatif;
d. menjaga dan melindungi Kekayaan Intelekiual
yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif;
e. penyampaian informasi potensi Daerah; dan/atau
f. melaporkan adanya pelanggaran terkait penye-
lenggaraan Ekonomi Kreatif.

BAB XI
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan,
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pe-
ngembangan ekonomi kreatif.

(2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam
bentuk:

a. kunjungan lapangan;
b. evaluasipelaksanaan kegiatan usaha; dan
¢. pelaporan hasil.

(3) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat
daerah.

(4) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagai-
mana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada
Bupati.

BAB Xl
PENDANAAN
Pasal 47
(1) Pendanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat
berasal dari APBD.
(2) Pemerintah Daerah dapat memperluas pendanaan da-
lam usaha pengembangan program ekonomi kreatif.
(3) Pemerintah Daerah membantu para pelaku usaha
ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dan
jasalproduk keuangan lainnya yang disediakan oleh
perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik
yang menggunakan sistem konvensional maupun si
stem syariah.
(4) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai de-
ngan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48
Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana dari
Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu)
tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diun-
dangkan.
Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pe-
ngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan-
nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

padatanggal ..........2025

BUPATI SLEMAN,
Diundangkan di Sleman

padatanggal.......... 20....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN




